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 Dalam melakukan kegiatan kampanye Debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dibuka 
ruang kepada Masyarakat untuk turut serta mengirimkan pertanyaan kepada pasangan calon.

Jadwal Tahapan Kampanye

No. Program/Kegiatan Jadwal Awal Jadwal Akhir

1. Kampanye Pemilu

a. Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran
Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga 
Kampanye di tempat umum, Debat Pasangan Calon Presiden
dan Wakil Presiden, dan Media Sosial

Selasa, 28 November 2023 Sabtu, 10 Februari 2024

b. Kampanye Rapat Umum, Iklan Media Massa Cetak, Media 
Massa Elektronik dan Media Daring

Minggu, 21 Januari 2024 Sabtu, 10 Februari 2024

c. Masa Tenang Minggu, 11 Februari 2024 Selasa, 13 Februari 2024

2. Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran Kedua

a. Kampanye Pemilu Minggu, 2 Juni 2024 Minggu, 22 Juni 2024

b. Masa Tenang Minggu, 23 Juni 2024 Selasa, 25 Juni 2024

Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan
menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu.



Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2024

322.064

79,65%

82.296

20,35%

Dalam Negeri (Loksus)

751.260

42,92%
999.214;

57,08%

Luar Negeri

101.145.179

49,91%

101.507.209

50,09%

Dalam Negeri (Reguler)

Laki-laki Perempuan

DALAM NEGERI

203.056.748

LUAR NEGERI

1.750.474

Reguler 202.652.388

Loksus 404.360

JUMLAH PEMILIH

204.807.222

102.588.719 102.218.503

50% 50%

Rekapitulasi  DPT

Total Pemilih



Pre-Boomer

1,74%

3.570.850 Baby Boomer 
13,73%

28.127.340

Gen X 
28,07%

57.486.482

Gen Milenial 
33,60%

68.822.389

Gen Z 
22,85%

46.800.161

17 - 30 Th
31,23%

63.953.031

31 - 40 Th
20,70%

42.398.719

> 40 Th
48,07%

98.448.775

Rekapitulasi DPT

Berdasarkan Generasi

< 17 Th
0,003%

Pre-Boomer 1945 ke belakang >78 Tahun

Baby Boomer 1946 – 1964 59 – 77 Tahun 

Gen X 1965 – 1980 43 – 58 Tahun

Gen Milenial 1981 – 1996 27 – 42 Tahun

Gen Z 1997 - 2009 14 – 26 Tahun

Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2024



Intelektual

55.421

Sensorik

Wicara

126.880

Sensorik

Rungu

52.526

Sensorik Netra

119.343

Fisik

482.414

43,81%

5,03%

Mental

264.594

24,03%

Sensorik

298.749

27,13%

Pemilih 

Disabilitas

JUMLAH

1.101.178 | 0,54%

Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2024

KPU memberikan perhatian khusus 
kepada Pemilih Disabilitas melalui:

a. Pelibatan kelompok disabilitas
dalam ruang-ruang diskusi, 
publikasi, dan pemenuhan akses 
pada Pemilu 2024.

b. KPU memberikan akses bagi 
penyandang disabilitas dalam 
debat Pasangan Calon Presiden
dan Wakil Presiden dalam 
perwujudan prinsip aksesibel dalam 
penyelenggaraan Pemilu (Pasal 53, 
PKPU Nomor 15 Tahun 2023 
Tentang Kampanye Pemilu)



Dasar Menimbang Pelaksanaan Kampanye di Tempat Pendidikan

a. bahwa sebagai pelaksanaan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023,
perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan penggunaan fasilitas pemerintah dan tempat
Pendidikan dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu;

b. bahwa beberapa ketentuan dan formulir sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum perlu dilakukan
penyesuaian dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu, sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum



Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi

1. Menyatakan Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6109) sepanjang frasa ”Fasilitas pemerintah,
tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat
digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut
kampanye pemilu atas undangan dari pihak
penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat
ibadah, dan tempat pendidikan” bertentangan dengan
UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat;

2. Menyatakan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan
UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang tidak dimaknai “mengecualikan fasilitas
pemerintah dan tempat Pendidikan sepanjang mendapat
izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir
tanpa atribut kampanye pemilu”, sehingga Pasal 280 ayat
(1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya
berbunyi, “menggunakan fasilitas pemerintah, tempat
ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitasi
pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang
mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud
dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu”.



Langkah KPU Pasca Putusan MK Nomor 65 Tahun 2023

KPU melakukan Focus 
Group Discussion dengan

berbagai macam stake 
holder

Pelaksanaan FGD melibatkan 
berbagai macam 
Kementerian/Lembaga seperti:
1. Kemendikbudristek
2. Kementerian Agama
3. Kepolisian Republik

Indonesia
4. Kementerian Dalam Negeri
5. Kantor Sekretariat Negara
6. Kementerian Hukum dan 

HAM
7. Badan Pengawas Pemilu

KPU menerima masukan dan 
tanggapan Masyarakat, salah 
satunya melalui Majelis Rektor
Perguruan Tinggi Indonesia

KPU Menyusun 
Rancangan PKPU 

Perubahan tentang 
Kampanye Pemilu 

KPU melakukan Uji Publik 
RPKPU Perubahan 
Tentang Kampanye 

bersama Masyarakat sipil
dan peserta Pemilu

KPU melakukan
Konsinyering dan Rapat 

Dengar Pendapat
Bersama Komisi II DPR RI

KPU akan melakukan
Harmonisasi PKPU 
Bersama dengan

Kementerian Hukum dan 
HAM

Uji Publik dilaksanakan dengan
mengundang:
1. Pegiat Pemilu (Civil Society)
2. Peserta Pemilu atau Partai 

Politik
3. Akademisi
4. Pers/Media
5. Kementerian/Lembaga
6. Bawaslu

Konsinyering dan Rapat Dengar 
Pendapat dilaksanakan dengan
keterlibatan:
1. Komisi II DPR RI
2. KPU
3. Bawaslu
4. DKPP
5. Kementerian Dalam Negeri

KPU Melaksanakan Harmonisasi
PKPU Perubahan tentang 
Kampanye Bersama dengan
Kementerian Hukum dan HAM 
dalam waktu dekat.

KPU Menyusun Rancangan PKPU 
Perubahan tentang Kampanye 
Pemilu dengan memperhatikan
masukan dari stake holders dan 
peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.



Isu Strategis Perubahan PKPU Tentang Kampanye Pemilu

No, Isu Strategis Ketersangan

1. Atribut Kampanye Perlu dilakukan penyesuaian mengenai definisi atribut
Kampanye Pemilihan Umum

2. Metode Kampanye Pengaturan Metode Kampanye yang dapat dilakukan di 
Fasilitas Pemerintah dan Tempat Pendidikan

3. Lokasi Kampanye di Fasilitas
Pemerintah dan Tempat
Pendidikan

Pengaturan tempat yang dapat digunakan di lingkungan
Fasilitas Pemerintah dan Tempat Pendidikan.

4. Pengaturan Pemberian Izin a. Mekanisme permohonan dan pemberian izin dari
penanggung jawab di Fasilitas Pemerintah dan Tempat
Pendidikan; dan

b. Penyampaian izin Pelaksanaan Kegiatan.



Rancangan Perubahan PKPU Tentang Kampanye Pemilu

No. Pasal Ketersangan Pengaturan

1. Pasal 72A, ayat (4) Tempat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1a) meliputi:
a. gedung serbaguna;
b. halaman;
c. lapangan; dan/atau
d. tempat lainnya yang tidak digunakan untuk belajar mengajar yang ditentukan oleh penanggung

jawab tempat pendidikan.

2. Pasal 72 A, ayat (5) Tempat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan perguruan tinggi, yang meliputi:
a. universitas;
b. institut;
c. sekolah tinggi;
d. politeknik;
e. akademi; dan/atau
f. akademi komunitas.

3. Pasal 72A, ayat (6) Kampanye Pemilu di fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan dilaksanakan pada Hari Sabtu dan Hari
Minggu.



Rancangan Perubahan PKPU Tentang Kampanye Pemilu

No, Isu Strategis Ketersangan

4. Pasal 72A, ayat (7) Metode Kampanye Pemilu di fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan meliputi:
pertemuan tatap muka; dan
pertemuan terbatas.

5. Pasal 72B, ayat (1) Petugas Kampanye Pemilu menyampaikan permohonan izin kegiatan Kampanye Pemilu kepada
penanggung jawab fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan.

6. Pasal 72B, ayat (2) Penanggung jawab fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan dalam memberikan izin kegiatan
Kampanye Pemilu harus menerapkan prinsip adil, terbuka, dan proporsional serta tidak berpihak
kepada salah satu Peserta Pemilu.

7. Pasal 72B, ayat (3) (Penanggung jawab tempat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. rektor pada universitas dan institut;
b. ketua pada sekolah tinggi; dan
c. direktur pada politeknik, akademi, dan akademi komunitas.



Rancangan Perubahan PKPU Tentang Kampanye Pemilu

No, Isu Strategis Ketersangan

8. Pasal 72B, ayat (4) Izin dari penanggung jawab fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan berupa surat izin, paling sedikit
memuat informasi:
a. Hari;
b. tanggal;
c. jam;
d. tempat kegiatan;
e. metode kampanye;
f. tema materi Kampanye Pemilu; dan
g. Peserta Pemilu.

9. Pasal 72B, ayat (6) Dalam hal penanggung jawab tempat pendidikan memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), petugas Kampanye Pemilu menyampaikan salinannya kepada kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pendidikan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye
Pemilu.

10. Pasal 72B, ayat (7), (8), dan (9) Petugas Kampanye Pemilu, baik Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR, DPRB Provinsi
dan Kab/Kota wajib menyampaikan Salinan izin kepada KPU, Bawaslu, dan Kepolisian Negara Republik
Indonesia sesuai dengan tingkatannya



TERIMA KASIH 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 
REPUBLIK INDONESIA


